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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan
dokumen Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Padang Panjang Tahun
2015 - 2019, Rencana Sirategis ini merupakan rumusan sirategi dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna mempertajam arah dan
langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh, yang
tidak terepas dari Blug Print Jilid 2 Mahkamah Agung.

Rencana Strategis memuat penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran serta
strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kebijakan
dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjuinya,
rencana kinerja kegiatan akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri
meialui perencanaan kinerja tahunan dalam kurun waktu 5 tahun pada 2015-
2019 yang menjabarkan kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program,
kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) dilakukan setiap tahun seiring
dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.

Dalam Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Pengadian Agama
Padang Panjang tersebut terdapat Indikator Kinerja "persentase penurunan sisa
perkara’ yang dijadikan dasar dalam menentukan Sasaran Strategis, sehingga
dipandang periu diadakan penyesuaian pada beberapa bab, dan perlu dilakukan
penyesuaaian terkait dengan jumlah perkara dan arah Kebiakan dan
Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang serta uraian penjelasan pada

masing-masing sasaran sirategis tersebut
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Penyusunan Review Rencana Strategis Panjang
Tahun 2015-2019 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan
Agama Padang Panjang dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami
menyadan apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan
adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan.Akhir kata kami mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang felah membantu memberikan
sumbangsih pikiran dalam menyusun review Renstra ini. Semoga Review
Rencana Stralegis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya
Visi Pengadilan Agama Padang Panjang, yatu “Terwwjudnya Pengadilan

Agama Padang Panjang Yang Agung”
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BAB | - PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

FPengadilan Agama Padang Panjang berdin sejak tanggal 1 Juli 1958
dengan nama Mahkamah Syariyah Padang Panjang Untuk pertama kalinya
Pengadilan Agama Padang Panjang berkantor menumpang di  Kompiek
Perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang selama 2 (dua) tahun.
Kemudian berpindah lagi dengan mengontrak rumah di daerah Bukit Surungan,
tepatnya pada saat itu di dekat komplek Kantor Camat X Koto. Tidak bertahan
lama di Bukit Surungan, pada tahun 1963 Mahkamah Syar'iyah Padang Panjang
harus pindah gedung lagi ke dekat Pengadilan Negeri sekarang atau dikenal
pada saat itu Komplek Balai Kota sampai tahun 1984,

Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 1984 untuk pertama kalinya
Mahkamah Syariyah Padang Panjang menempati gedung baru yang lebih
representatif di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Padang Panjang. Gedung yang
diberi nama Kantor Balal Sidang Pengadilan Agama Padang Panjang tersebut
diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mewakili Dirsktur
Pembinaan Peradilan Agama dan dibangun dengan dana dari Departemen
Agama Pusat Sejalan dengan perkembangan Kota Padang Panjang yang
dikenal dengan Kota Serambi Mekah dan keadaan gedung kantor yang tidak
layak lagi dalam hal pemberian pelayanan yang maksimal kepada para pencari
keadilan, maka melaiul Dattar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan

Agama Padang Panjang Tahun 2008 mulai dibangun Gedung Kantor Pengadilan
Agams Padang Panjang yang terletak di Jalan H, Agus Salim No. 04 Kota

Padang Panjang. Gedung Kantor yang terdii dan dua lantai tersebut berdiri




£
PEMGADILAN ACAMA PADARC PAMAKNS,

megah dan ditempati pada awal bulan Juli 2008 Peresmian gedung baru
tersebut dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Rl Yang Mulia Bapak DR. H.
Harifin Tumpa, S.H., M H. bersamaan dengan peresmian beberapa gedung
Pengadilan Agama dan gedung Pengadilan Negeri pada bulan Desember 2008
di Pontianak.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan
bahwa kekussaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Megara, dan olgh sebuah Mahkamah Konstitusi
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomaor 3 Tahun 20068 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2
menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencar keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini, dan
diperjelas lagi sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
dan Pengadilan Tinggi Agama.

Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomaor 3 tahun 2006 tentang
Perubshan atas Undang- Undang MNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan
Agama dan telah dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008, tugas
pokok Peradilan Agama adalah menenma, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama [Islam di

bidang:
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- Perkawinan - Zakat

- Wans - Infag

- Wasiat - Shadagsh, dan

- Hibah - Exonomi Syari‘ah,
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama
Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut

1) Fungsi Mengadili (judicial power)
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di
pengadilan tingkat perlama terhadap perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 48 tahun
2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomeor 7 tahun 1989).

2) Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili
Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan
mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maks Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisinan tersebut

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum
Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (Hukum
Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
{Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983).

4) Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian

serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan

dan administrasi peradilan.
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5) Fungsi Lainnya :

a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset! penelitian dan
sebagainya (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMAJOO4/SK/III1991).

b) Memberikan iisbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
hijnyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2008 dan telah

dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi
peran Pengadilan Agama Padang Panjang dalam menjalankan tugas dan fungsi
pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan
Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan Peradilan di bawah lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka untuk menyetenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan.

Peningkatan Peran Pengadilan Agama Padang Panjang mengacu pada
kerangka lembaga peradilan yang ideal (Frame for Court Excellent)
sebagaimana yang dikembangkan dan digunakan secara international
berdasarkan ODA (Orgarization Diagnosfic Assesment), ada tujuh area / bidang

utama yang memeriukan peningkafan dalam lembaga peradilan sebagai berkut
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Perencanaan sirgtegis suatu proses yang berorientasi pads hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang
dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan, Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuralkan ke dalam rencana
tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai,
dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan
prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan
Agama Padang Panjang., baik lingkungan internal maupun extarnal sebagal
vanable strategis.

1.2, POTENSI DAN PERMASALAHAN

a) Kekuatan Yang Dimiliki { Strength)
Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Padang Panjang

dan Pengadilan Agama diwilayah hukumnya, sebagai berikut

1. Adanya Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk standarisasi pekerjaan
dan peningkatan pelayanan publik.

2. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSF)

3. Adanya Zona Integritas (Z1) untuk peningkatan pelayanan

4. Adanya inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerna

5. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam teknologi
informasi

6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing

lugas dan fungsi.
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7. Adanya SK penunjukkan dan Job Descriplion uniuk masing-masing
tugas.

8. Pemanfaatan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court dan
aplikasi lainnya untuk kecepatan penyelesaian perkara, transparansi dan
akuntabilitas.

8. Mendahulukan mediasi sebagai penyelesaian sengketa bagi masyarakat
pencari keadilan.

10 Adanya Sistim Pengendalian Internal (SP1) dan sisfim pengawasan
internal.

11. Adanya One Day Minutation dan One Day Pubiish.

12.Adanya website pa-padangpanjang.go.id sebagai media untuk
memberikan informasi kepada masyarakat.

b) Kelemahan {Weakness)
Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan
perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan SOP

2. Adanya pembatasan perkara prodeo

3. Terbatasnya sarana dan prasarana

4. Terbatasnya anggaran sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya
pelaksanaan program-program dinen Badilag.

5. Rangkap jabatan yang mambuat kurang maksimalnya kinera.

6. Kuanfitas SDM yang belum terpenuhi sesuai dengan Analisis Beban
Kera.

7. Kurangnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi pegawai
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3. Peluang (Opportunity)

Berikut ini peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan
perbaikan, sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dengan unsur Forkompinda.

2. Adanya e-Court untuk memudahkan para pihak beracara.

3. Adanya aplikasi-aplikasi dari Badilag untuk kemudahan ber-acara dan
transparansi

4. Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan informasi tentang beracara di Pengadilan Agama Padang
FPanjang.

5. Adanya informasi-informasi yang tersebar di internet yang memudahkan
pekerjaan

6, Adanya monitoring dan evaluasi dari PTA. Padang, Badiag, dan
Sekretanat Mahkamah Agung untuk perbaikan kinerja.

4. Ancaman (Thresaf)

Berikut ini adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dapat
dican strategi untuk tetap dalam dilakukan perbaikan, sebagai berikut |

1. Wakiu sidang yang dirasa lama bagi pencan keadilan.

2. Keluhan biaya sidang yang mahal dan pencari keadilan.

3. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dari pencan keadilan.

4, Tidak efektiinya mediasi dikarenakan sebagian besar para pihak

yang beracara memang sudah ingin berpisah.
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5. Adanya aparat kelurahan yang tidak bersedia menandatangani
relaas panggilan.

6. Panggilan tabayun yang memakan proses cukup lama.

7. Terlambatnya penerbitan Akta Cerai dikarenakan salah satu pihak

berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang
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BAB Il - VISI, MISl, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1, Visi dan Misi
A. Visi

Visi adalah sualu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Agama.

Visi Pengadilan Agama Panjang mengacu pada Visi Mahkamah Agung
Rl adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Padang Panjang Yang Agung”
Pernyataan visi Pengadilan Agama Padang Panjang mengandung
pengertian dan/ atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :
a. Pengertian secara Kelembagaan
Pengadilan Agama Padang Panjang adalah merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama yang bertugas menerima, memerksa, mengadili dan
menyelesakan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang : a). Perkawinan, b). Zakat, c). Waris, d). Infag, e). Hibah, f) Wakaf,
g). Wasiat, h). Shadagah, dan i). Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur
dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan
Agama.Dan berkedudukan di kabupaten / kota,
b. Pengertian secara organisasional
Pengadilan Agama Padang Panjang dengan wilayah hukumnya 2
kecamatan di Kota Padang Panjang (Kec. Padang Panjang Timur, Kec.
Padang Panjang Barat) dan 3 Kecamatan di Kab Tanah Datar (Kec. X

Koto, Kec. Batipuh, Kec. Batipuh Selatan), yang susunannya terdiri dari
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Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta
seluruh staf yang ada di masing-masing fungsi tersebut, dan berada dalam
wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang
Adapun makna kata dari visi Pengadilan Agama Padang Panjang
tersebut adalah Agung mengandung maksud sebagal tempat pencari keadilan
yang mulia, besar atau luhur, bagi pencari keadilan dalam mengharapkan

keadilan bagi masyarakat.

B. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan
baik. Misi Pengadilan Agama Padang Panjang, adalah sebagai berikut :
a Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Padang Panjang
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepads pencari
keadilan di Pengadilan Agama Padang Panjang
c. Meningkatkan kwalitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama
Padang Panjang.
d. Meningkatkan kredibiltas, transparasi

dan akuntabilitas Pengadilan Agama VIS
Padang Panjang.
2.2. Tujuan dan Sasaran Sirategis , 3
A, Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan

tujuan difetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama

Padang Panjang.
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Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pédang

Panjang adalah sebagai bernkut .

a

Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui
proses paradilan yang past, fransparan dan akuntabel,

Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

Terwujudnya pelayanan pnma bag masyarakat melalu peningkatan

pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.

Sasaran Strategis
Sebagai bentuk penjabaran dan fujuan strategis Pengadilan Agama

Padang Panjang menstapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan
oleh sistern manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama
Padang Panjang menyadari hal tu, maka untuk mendorong peningkatan
kinerja dalam penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Padang Panjang
membuat perangkat standar operasional prosedur dalam proses
penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam peningkatan kinerja
penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan pemikiran hal tersebut
di atas, antara lain :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan,

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
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¢, Persentase penurunan sisa perkara

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum: Banding
i::ashs-i dan Peninjauan Kembali,

e Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
peradilan.

2 Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan

Agama Padang Panjang membuat perangkat standar operasional prosedur

dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan

memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam
afektifitas pengelolaan penyelesaian parkara, antara lain :

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat wakitu;

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;

c. Persenlase berkas banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu;

d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi
ayariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 han sejak
diputus.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

Untuk mewujudkannya diperiukan indikator kinega yang beronentasi pada

hasil, sebagal berikut :

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;

c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) ldentitas hukum,
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d Persentasepencar keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Untuk mewujudkannya diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada
hasil berupa :

a. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti {dieksekusi).

MATRIK HUBUNGAN
TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan,

Peradilan yang Pasti,
Transparan dan

Akuntabel b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu;

¢. Persentase penurunan sisa
perkara

d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum!
= Banding
o Kasasi
* Peninjavan Kembali

e. Index responden pencari keadilan
vang puas terhadap layanan|

peradilan,
2. [Peningkatan proses eningkatan a. Persentase sl putusan va
penanganan perkara  [Efektivitas diterima oleh para pihak urpﬁ
melalui pemanfaatan |Pengelolaan waktu;

teknologi informasi  [Penyelesajan Perkara

b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui Mediasi;

c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding Kasasi dan
PK yang diajukan secara lengkap
dan tepat walktu;
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d. Persentase putusan yang mena

perhatian masyarakat (e
syariah) yang dapat diakses seca
online dalam waktu 1 hari seja
diputus,

. Terwujudnya eningkatnya Akses Persentase perkara prodeo yang
layanan akses eradilan bagi diselesaikan;
-adilan bagi asyarakat Miskin
rakat miskin  |dan Terpinggirkan
Persentase perkara yang
fran bacpirgpe o diselesaikan melalui sidang di luar
gedung Pengadilan;
Persentase perkara permohonan|
( Voluntair) identitas hukum
. Persentase pencari keadilan
golongan tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
[Posbakum)
erwujudnya ningkatnya Persentase  putusan  per
layanan prima bagi [Kepatuhan Terhadap perdata yang  ditindaklanju
asyarakat pencari  Putusan Pengadilan [diekselausi).
ilan
|

Empat sasaran sirategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan

Agama Padang Panjang, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dengan membuat fincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan

dilakzanakan sebagal berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan

sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapas pengawasan yang

berkualtas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah
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pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urisan
Administrasi dengan indikator kegiatan Sebagai berikut:
a. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel,

b. Penyelenggaraan perkantoran dan operasional satker daerah.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan Mahkamah agung dengan indikator kegiatan adalah
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan

peradilan .

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program
untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib
administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang,
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
adalah sebagai berikut:

a. Perkara peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya

perkara.
b. Perkara di lingkungan peradilan Agama yang diselesaikan di luar

gedung Pengadilan.
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BAB Il - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI!

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung (Pembangunan Hukum

Dan Aparatur)

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang
penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta
mendukung  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  nasional
Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas  yang
berkesinambungan pada RPJMN 2015-2019, yang hasilnya adalah
terciptanya kepastan hukum yang didukung oleh penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih., meningkatnya penghormatan, perindungan dan
pemeanuhan Hek Azazi Manusia, serla ferciptanya aparatur negara yang
profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik Sejalan
dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan
strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan
yang tepat untuk periode RPJMN 2015-2019, terutama dalam menyelesaikan
berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi
pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dani
berpagal aspek, baik aniar kelembagaan maupun kewilayahan, Melalui
pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum
khususnya dalam penanganan perkara, telah menciptakan proses penegakan

hukum yang lebih efisien dan efeklif. Sedangkan, pembangunan bidang

Aparatur Megara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain,
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terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, meialui

perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan

sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam

kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 dsharapkan dapat

membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing

perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi

dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas, pencegahan dan

pemberantasan korupsi yang efektif, serta penghormatan, perlindungan,

dan pemenuhan Hak Azazi Manusia. Ketiga sasaran ini kemudian

dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dar .

1.

2

8.

9

Sistem Peradilan Pidana Terpadu;
Sistem Peradilan Pidana Anak;

Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat,

. Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum,

Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi;
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi;
Pencegahan Korupsi;

Harmonisasi Peraturan Bidang HAM;

Penegakan HAM:

10. Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan;

11. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan

12 Pandidikan HAM.
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Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang
hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokochnya

pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum;,

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan

relalui

1.1 Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana
Melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui
penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi,
pendidikan aparat penegak hukum, pembangunan sarana dan
prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan;
serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan ekstemal guna
mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan
akuntabel,

1.2 Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak;
Sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang
berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip resforative justice,
dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementenan/Lembaga,
peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan stakeholders,
penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan

prasarana; serta pengembangan restorative justice.
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1.3 Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat;
Diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan
ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; sefta menciptakan
kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum.
Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan
perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum
maupun khusus terkait hukum kontrak, perdindungan HKI,
pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (small claim
courf), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.4 Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum;

Merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat
penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat
penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi,
serta rekrutmen aparat penegak hukum.

1.5 Pelayanan Hukum;

Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukumn kepada
masyarakal melalui strategi pilof project pelayanan mobil terpadu di
bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.

2. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan
korupsi dilaksanakan melalui :

2.1 Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi;
Melalui strategi harmonisasi peraturan perundangundangan di

bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan

UNCAC yang telah dirstifikasi oleh Indonesia, baik melalui revisi
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maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di Eidang
tindak pidana korupsi.

2 2 Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi;
Mealalui optimalisasi penanganan kasus findak pidana korupsi,
pelaksanaan kerjasama luar negeri (mufual legal assistance) dalam
pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serfa penguatan
mekanisme kocrdinasi dan monitoring evaluasi Sirategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

2.3 Pencegahan korupsi;
Melaiui strategl pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparat
penagak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM;

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan HAM dilaksanakan melalui ;

3.1 Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM,;
Melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah
berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.

3.2 Penegakan HAM;
Melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi. dan pelaporan
HAM: aptimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta
pembentukan komisi ad hoc untuk memfasiitas: proses
pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak

karban,
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3.2 Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi
Masyarakat;
Melalui strategi sosialisasi. penguatan institusi penyelenggara
bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum,
optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo
bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di
Pengadilan dan Kejaksaan,
3.4 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
Melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak
hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut
penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.
3.5 Pendidikan HAM;
Melalui sirategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan
penyelenggara MNegara serta sinkronisasi dan sinergi  fungs:
penglitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan
tinggi, masyarakat sipil dan swasta.
b. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Aparatur
Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik, dinamis dan Iintegratif,. maka arah kebijakan dan
sirategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2015-2018

dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berkut
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1. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;

Arah kebijakan dan sirategi pembangunan bidang yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut

1.1 Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif;
Dalam rangka memulinkan kepercayaan publik kepada institusi
birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan,
maka akan ferus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui
penergpan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang
teriadinya korupsi dalam sistem penyeienggaraan pemernintahan
yang bersih dan akuntabel Kebijgkan nasional yang mengatur
integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda
melaksanakannya secara efektif Penerapan sistem integritas
melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam
birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih,
penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan
pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan
efeklif, pengelolaan |aporan kekayaan pegawai, penerapan sistem
whistleblowing. penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi
dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda,

1.2 Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan
sinergis
Strateqi yang dtempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan
yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan

Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui

peningkatan independensi APIP, dan peningkatan jumlah,
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kompetensi, dan infegritas audilor intern dan ekstem. Strategi
lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara
pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat,
dan penegakan hukum; peningkatkan transparans: dalam
pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan
penyusunan frencana pengawasan intern nasional terpadu dan
terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan
sistern pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari
upaya pelibatan parisipasi masyarakat dalam pengawasan
pambangunan.

1.3 Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem
akuntabilitas keuangan dan kinerja;
Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain:
percepatan penarapan siandar akuntansi pemerintah berbasis
accrual (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan
negara), penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis T pemantapan
implementas: SAKIP, yang meliputi penyempurnaan kebijakan dan
peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi
lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan
pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi
Pemerintan Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan

instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan

kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam

UU No. 14 tahun 2008,




PERGADILAN ASAMA PADARMSG PARJARNE

1 4 Peningkatan fairness, transparansi dan profesionalisme dalam
pengadaan barang dan jasa,
Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan
dan penguatan kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah,
termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan
penguatan industrifusaha nasional, penyempurnaan sistem e-
procurement dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk
perluasan cakupan produk dalam e-catelog, standarisasi LPSE,
pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidas: dukungan
database penyedia, peningkatan kompetensi dan integritas SDM
pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;
pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana
melalui peningkatan efeklifitas ULP, dan peningkatan efektifitas
pelaksanaan fungsinya, dan penerapan SPIP khusus pada
pengadaan besar dan pelaksanaan probity audil.

2. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien;

Arah kebijakan dan sirategi pembangunan bidang yang akan

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

2.1 Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan
peningkatan kualitas implementasinya;
Agenda  reformasi  birokrasi  terus  dilanjutkan  secara
berkesinambungan pada seluruh instansi pemenntah  dan
ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk membenkan kepastian dan
kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan

capaian reformasi birckrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-
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langkah yang akan ditempuh antara lain; (1) penyusunan payung
hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi
birokrasi, (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara;
(3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi
birokras: nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi
nasional (Grand Design dan Road Map), (5) Perluasan dan fasilitasi
pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6)
Penyempurnaan kebijakan operasional dan instumen evaluasi
pelaksanaan RBN, dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam
gerakan RBN: CSO, media, dan akademia.

2.2 Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran,
tepat fungsi dan sinergis;
Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur
ketatanegaraan dan tata pamerintahan yang mampu melaksanakan
good and clean governance, dan terwujud mekanisme check and
balances antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan
dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempumaan
desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNIK, LNS), melalui
penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2} revitalisasi
kelembagaan  internal pemerintah pusal dan daerah, yang
mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan, reviewlaudit
organisasi K/L, penyederhanaan struktur, secara wveriikal dan
horizontal, penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai central

agencies dan koordinasi. dan mengedepankan pendekatan

kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional, dan (3)
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penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah
(well inferconnected governance system), agar terwujud sinergi tata
kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang
tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strateqi meningkatkan kapasitas
pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan
pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

2.2 Penataan bisnis proses vyang sederhana, transparan,
partisipatif, dan berbasis e-Government;
Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses,
antara lain: (1) review dan penyederhanaan tatalaksana
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga
terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2) peningkatan
tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU), (3)
akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mealalui
penguatan  kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan
profesionalisme 5DM, serta penguatan infrastruktur e-govemment,
serla pengendslian belanja sistem dan insfrastruktur e-government,
dan (4) penguatan keterbukaan pemerntah melalui upays
memastikan implementasi UU KIP.

2.4 Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan
berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan
bermartabat;

Arah kebiakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014

tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya
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mendukung reformasi birokrasi nasional, Strategi yang akan
ditempuh antara lain; penyelesaian peraturan perundangundangan
sebagai implementasi UU ASN: peningkatan kualitas perencanaan
kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN
dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan
mendukung proritas pembangunan, penguatan kebijakan dan
implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan
berbasis kompetensi, diantaranya malalui penyempurnaan tatakelola
seleksi dan perluasan implementasi CAT sysfem, penguatan
kebijakan den implementasi sistem promosi terbuka, termasuk
pemanfaatan assesment center dan penguatan kebijakan dan
implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan
kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui
dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database
profi kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan
profesionalisasi ASN  dilakukan melalul peningkatan dan
pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup
standar kompelensi jabatan, sistern diklat dan kurikulum, metode
pembelajaran, kualtas lembaga dikiat, kualitas widyaiswara,
kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, training plan setiap
K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawal ditempuh melalui upaya
penyempurmaan sistem penggajian dan pensiun yang adil layak,

dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial
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bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah [ainnya meliput:
penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi
manajemen ASN pada K/l/pemda;, penguatan sistem dan
kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN,
sebagal operasionalisasi KASN, dan penguatan kebijakan dan
implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan
kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya
pelayanan.

Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif;
Strategl penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan
melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang
mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan
nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinera
pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan
indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pamda; (3)
pengembangan logframe pembangunan nasional dan penjabarannya
sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan, (4) penguatan dan peningkatan
sinergi  sislem  perencanaan, penganggaran, pengadaan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinera
pembangunan nasional, dan penerapan sistem reward and
punishment. Langkah lainnya adalah. penguatan integrasifsinergi
antara manajemen kinera nasional dan manajemen kinena
K/L/ipemda: penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk

menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di
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2.7

dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Govemment yang
terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data
kinera pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan
penggunaannya secara terpadu dan on-line, sehingga memudahkan
proses pengambilan keputusan secara cepal.

Peningkatan kualitas kebijakan publik;

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas
kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperukan
strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik,
yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi
kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2)
peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan,
dan (3) penguatan evidence based policy. Perluasan partisipasi
publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga
produk  kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan
permasalahan dan mendapal dukungan dar masyarakat dalam
implementasinya.

Pengembangan kepemimpinan wuntuk perubahan dalam
birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner,
berkomitmen tinggi, dan transformatif;

Langkah-langkah yang ditempuh  dalam  pengembangan
kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara laine (1)
pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi (2)
penerapan sistem promos: terbuka, transparan, kompetitif, dan

berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi;, (3)
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penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan
tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi
ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan Reform
Leaders Academy (RLA),

2 B Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan
birokrasi;
Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan
overhead cost (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi
dalam manajemen birckrasi dan mengalokasikan lebih banyak
pembiayaan untulk pelayanan pubdik. Strategi yang
diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawa;,
yang meliputi penyusunan kebijakan tentang batas maksimum
belanja pegawai; review dan assessment proporsi belanja pegawai,
dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawal di setiap instansi; (2)
pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-
langkah review dan assessment belanja operasional kantor dan
penerapan reward and punishment untuk efisiensi belanja aparatur.
Strategi lainnya adalah; pengendalian belanja sarana dan prasarana
aparatur, dan pengendalian komponen belanja administras: dalam
kegiatan pembangunan.

2.9 Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif,
dan terpadu;
Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemenntahan
perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan

komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan
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upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1)
Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas,
tranparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan
hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan
publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan
pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa
dan bernegara, aset nasional, serta memon kolektif bangsa; (3)
Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi
Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan
Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip asel dan
pengembangan portal kearsipan terkait peraluran perundang-
undangan.
3. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas;
3.1 Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan;

Strategi yang akan ditempuh, antara lain. memastikan kepatuhan
terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjgsama antara
pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan pubiik,
panguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik {pelayanan satu
atap, di pusat dan di daerah), menciptakan layanan satu atap untuk
investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari
memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat
dalam kegiatan investasi; dan membantu daerahdaerah yang

kapasitas berpemerintahan belum cukup memadal dalam

memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi, supervisi dan

pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui
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penyederhanaan prcsedur pelayanan dan percepatan penerapan
ICT {e-gov), peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan
perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan
standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi
lainnya adalah penetapan gquick wins nasional pelayanan publik;
penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi
pelayanan publik terbaik (best practices). Langksh reformasi
pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan,
dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai
bagian dari implementasi UU Desa secara sistermnatis konsisten dan
berkeianjutan.

3.2 Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik;
Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan
publik dilaksanakan melalui langkah-iangkah antara lain: penguatan
monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB,
peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik cieh ORI,
penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik
di KilL/jpemda, antara lain melalui sistem mystery shoppers
(pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan), membuka
ruang partisipasi publik melalui penerapan cifizen charter, penguatan
sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara
nasional, dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja

pelayanan publik.
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3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Agama Padang Panjang
Dalam rangka mewujudkan visl dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Agama Padang Panjang menetapkan arah dan
kehijakan dan strategi sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Manajemen perkara dimulai sejak pelaporan, pengaduan ataupun
pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tshep eksekusi putusan dan
pemasyarakatan merupakan satu kesatuan proses mulgi dari teradinya
peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau
terpulinkannya kembali keadilan dalam masyarakat, dalam proses itu
diperlukan adanya jaminan bahwa:

1. Proses berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (jusiice) dan
kepastian hukum (legal cerfainfy);

2. Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak
di luar kemampuan,

3. Prosesnya berangsung menurut aturan hukumnya sendir, yaitu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak
sebelum perkara itu sendin terjadi sampai dengan publikasi putusan;

4. Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau
dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari
pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan
pihak lain;

5. Prosesnya bDerlangsung secara akuniabel dan transparan sehingga
hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakal pada

umumnya
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Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistemn
administrasi dilembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk
diperhatikan. Para pencari keadilan (justce seekers) harus dibuat yakin dan
percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang
pasti dan kepastian yang adil, prosesnya cepat dan efisien, sehingga lidak
membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu.

Arah kebijkan yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Padang
Panjang untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan
akuntabel, adalan.

1. Membuat perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
proses penyelesaian perkara,
2. Menetapkan Sural Keputusan Petugas Meja |, Meja 1l Meja Il dan
Keputusan lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian perkara,
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada
di Pengadilan Agama Padang Panjang.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesalan Perkara

Teknologi informasi telah menjadi elemen dasar dalam reformasi
manajerial yang mana membuka banyak kesempatan untuk efisiensi
manajerial dan kualitas pelayanan publik (Moon, 2002, Karyawan &
Markland, 2005). Adea beberapa variabel yang menentukan kesuksesan
penggunaan teknologi informasi diantaranya pengembangan sistem
teknologi informasi dan penggunaan sarana komputer dalam menunjang
teknologi informasi tersebut (Goldfinch, 2007).

Untuk mewujudkan sasaran strategis efektivitas pengelolaan

penyelesaian perkara dalam hal bidang teknologi Mshkamah Agung
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menciptakan suatu aplikasi yang mempermudah penyelesain perkara yakni
aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Aplikasi e-court
yang terdiri dari e-filing (Pendaftaran perkara), e-payment (Pembayaran
biaya perkara), e-summons (Panggilan elektronik), dan e-litigafion Seiain
itu Pengadilan Agama Padang Panjang juga mengupayakan Medias:
sebagal sarana efektif dalam penyelesaian perkara.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

Konsep akses terhadap keadilan pada intinya berfokus pada dua
tujuan dasar dari keberadaan suatu sistem hukum yaitu: (1), Sistem hukum
seharusnya dapat diakses oleh semua crang dari berbagai kalangan; (2},
Sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan maupun
keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun
kelompok Gagasan dasar yang hendak diutamakan dalam konsep ini
adalah untuk mencapai keadilan sosial (social justice) bagi warga negara
dari semua kalangan.

Pada awalnya akses terhadap keadilan hanya menekankan upaya
penyedigan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
kemudian berkembang menjadi penyatuan kepentingan dari para pihak
yang berperan dalam pemberian akses terhadap keadilan bagi masyarakat
miskin. Pihak-pihak tersebut terdiri dari berbagai institusi negara terkait
seperti, kejaksaan, ombudsman, dinas kependudukan dan catatan sipil,
kementerian agama, kementerian pelayanan publik terkait secara lembaga

masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat
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Untuk mewujudkan sasaran strategis akses paradilﬁn bagi
masyarakal miskin dan terpinggirkan, ditetapkan arah kebijakan :
1) Penyelesaian perkara prodeo,
2) Perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung pengadilan,
3) Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum,
4) Layanan bantuan hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan golongan
tertentuy.

4.Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut terlinat

dari Pelaksanaan Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi),

Arah kebijakan tersebut di atas, sejalan dengan program yang telah
ditatapkan oleh unit Eselon | Mahkamah Agung Ri.Adapun program-program
yang harus dilaksanakan Pengadilan Agama Padang Panjang adalah
sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen Peradilan Agama;

2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor © 25 tahun 2004 tentang
sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan
bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dan salah satu dokumen

perencanaan pembangunan nasicnal. Pasal 4 ayat (2) menyatakan
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‘RPJM Nasional merupakan penjabaran dan visi, misi dan Program
Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang
memuat strategi pembangunan Nasional hkebfakan wmum, program
kemenirian/ lembaga dan lintas Kementenan/Lembaga, rewilayahan dan
fintas  kewilayahan, sera kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal
dalam rencana kenga yang berupa kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan *

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik
tahun 2015- 2019 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulas
sesual kebutuhan pembangunan,

b. Meningkaikan kualitas regulasi dalam rangka mendukung
pencapaign pricritas pembangunan,

c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperuan
pembentukan regulasi.

Pengadilan Agama Padang Panjang merupakan bagian dan
Mahkamah Agung yang merupakan salah satu lembaga tinggl negara dalam
merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun
2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka
regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu
seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan

strategi Mahkamaha Agung.
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KERANGKA REGULASI
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3.4 Kerangka Kelembagaan
Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai salan satu lembaga
peradilan di wilayah Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya harus didukung dengan struktur dengan organisasi yang kuat
Tugas dan fungsl Pengadilan Agama Padang Panjang dilaksanakan cleh
pimpinan dan dibantu oleh bagian Kepaniteraan dan bagian kesekretariatan
Pengadilan Agama Padang Panjang.
Mengenai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitersan dan Kesekretanatan
Peradilan.
a. Kepaniteraan PA Padang Panjang

Pasal 114

(1). Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur tala usaha negara

vang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan

tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

(2). Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh Panitera,

Pasal 115

Kepaniteraan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan

pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta

menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 117

Kepaniteraan Pengadilan Agama terdiri atas:

a. Panitera Muda Permohonan

b. Panitera Muda Gugatan
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¢. Panitera Muda Hukum
b. Sekretariat Pengadilan Agama Padang Panjang
Pasal 322
(1). Kesekretariatan Pengadilan Agama adalah aparatur tata usaha negara
yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang;
(1)  Kesekretariatan Pengadilan Agama dipimpin  oleh seorang

Sekretaris,

Pasal 323

Kesekretaniatan Pengadilan Agama mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber
daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
Agama.

Pasal 325

Kesekretariatan Pengadilan Agama terdin atas: (a) Kasubbag
Perencanaan, IT dan Pelaporan, (b). Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi,
dan Tata Laksana (c). Kasubbag. Umum dan Keuangan.

Pasal 326

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, program
dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta

pemantauan, evaluasi dan dokumantasi serta pelaporan.
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Pasal 327
Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian,
penataan organisasi dan tata laksana
Pasal 328
Subbagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah
tangga, keamanan serta pengelolaan keuangan.
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 431
Kelompok jabatan fungsional dilingkungan kepaniteraan peradilan, terdin
atas:

a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti,

b. Jabatan Fungsional Jurusita;

¢. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Penggant sebagaimana dimaksud dalam
pasal 431 huruf & mempunyai tugas memberikan dukungan atas
terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat
partama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 436

Jabatan fungsional pranata peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal

431 bhuruf ¢ mempunyai tugas memberikan dukungan atas
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terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan iingkat
pertama, pengadilan tingkal banding dan pengadiian tingkat kasasi.
Pasal 438
(1) Kelompok jabatan fungsional di lingkungan kesekretariatan peradilan
melakukan keglatan sesual dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
(2) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung
jawab kepada sekretaris di lingkungan kesekretariatan peradilan
(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesusi
dengan bidang keahliannysa.
(4)Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan cleh
pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala pengadilan.
{5)Jumiah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(6)Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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BAGAN ORGANISAS!I KEPANITERAAN

BAGAN ORGAMNISAS|I KESEKRETARIATAN
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Fada Pengadilan Agama Padang Panjang, kerangka kelembagaannya terdiri
dari :

Ketua Pengadilan Agama; tugas pckok dan fungsinya adalah pemimpin

palaksanaan tugas Pengadilan Agama Padang Panjang dalam mengawasi,

mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebljakan

tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Ketua Pengadilan Agama; tugas pokok dan fungsinya adalah mewakil
Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dalam hal merencanakan dan
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama
Padang Panjang serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan fugas

kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang.

Hakim; tugas pokok dan fungsinya adalah menenma dan meneliti berkas
perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi
weweanangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampeai dengan
minutasl. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program
kerja jangka panjang dan jangka pendek. serta melaksanakan Pengawasan
Pola Bindalmin atas perintah Ketua.

Panitera; fugas pokok dan fungsinya adalah berkcordinasi dengan Ketua
Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis
di bidang Administarsi Perkara dan menyiapkan konsep rumusan kebijakan
dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan
Kepanitersan dalam menyusun program kera jangka panjang dan jangka
pendak.
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Sekretaris; tugas pokok dan fungsinya adalah berkoordinasi dengan Kefua
Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan leknis
di bidang Administarsi Administarsi umum dan administrasi lainnya yang
berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam
menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan

dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

Panitera Muda Permohonan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin
dan mengkoordini’menggerakkan seluruh akiivitas pada bagian permochonan
serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan
mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungiawab kepada Woakil

Fanitera/Panitera.

Panitera Muda Gugatan; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinirfmenggerakan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta
menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

membusat laporanfbertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera.

Panitera Muda Hukum; tugas pokok dan fungsinya adalah memimpin dan
mengkoordinimenggerakan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta
menyiapkan konsep rumusan kebjjakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan

membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera/Panitera

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan,
program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta
pelaksansan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan, dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris
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Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; fugas pokok dan
fungsinya adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan

kepegawalan, penatasn organisasi dan tata laksana sera bertanggungjawab
kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Keuangan; tugas pokok dan fungsinya adalah
melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip,
perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta
pengelolaan keuangan. Dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Panitera Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah mendampingi dan
membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan, membuat berita acara,
membuat instrumen sidang, mengetik putusan dan penetapan perkara
menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda

Hukum/meja |l serta bertanggungjawab kepada Panitera.

Jurusita dan Jurusita Pengganti; tugas pokok dan fungsinya adalah

melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.
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BAEB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA

PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target Kinerja merupakan jumlah indikalor kinerja yang direncanakan
akan dicapal, dimana terget kinerja harus memenuhi unsur berupa angka
numenk. dapat diperbandingkan dan bersifat spesifik, adapun target kinerja

Pengadilan Agama Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuniabal

Fijn Targel tingaran Targst
L langlea
Wralan mllll Menengah | Uralan mﬂll zo1s | zois | zowz | 201 | 209
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Thesemiiien 1008 Yk asan | 100 | 1503 | noes | 100w | 200w
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diselesalkan 106% yEng aFe | P | B | MW | 9%
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Tarwaudingn ey =8 iEnal walkiu
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"::Eril:zﬂ:t FERUTUNAN S5 S p pENUFENEN e 10% S o o
) porkars s i #lEa perkara
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yang pencari
puasterhacap KoatiEn
i o] yang pans 2% Hi% | B3 4% B5%
peradilan terhadap
|layaman
peradiian




PENGADILAN AGAMA PADANG PANAMNG

2. Peningkatan Efektivitas Pengelofaan Penyelesaian perkars

Uraiam “hﬂh“': 'h' - Uralan mll t 2015 § 2006 | 2017 | 018 | 2019
| |
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wiktu I hari
uink
dipatas
3. Meningkatnya akses Peradiian bagi masyarakat miskin dan ferpinggirkan
=
lamgia 1
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Fersmentise Persentase
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4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap putusan Pengadilan
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4 2 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan
Agama Padang Panjang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung
T
Program Dukungan Pembinaan Laporan kevangan vang 97% | 2.763.092.000
Manajemen dan Adminkstrasi dan transparan dan akuntabel
Pelaksanaan Tugas Pengalnlaan
Teknis Lainnya Kevangan Badan
Mahkamah Agung Uruzan Administrasi

Penyelenpggaraan

dacrah

Operasional Perkantoran
dan Mon Operasional satker
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung
Program Peningkatan Pengadoan Sarang Pengadaan Sarana dan 7%
marana dan Prasaranan dan Prasarana di Prasarana Pendokung SITP 25.000.000
Aparatur Mahkamakh Lingkungan dan Peranghkat pengolah
Agung Mahkamah Agung data dan komunikasi

Kesekretariatan

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peninghkatan Peningkatan Perkara Peradilan Agama 100%
Manajemen Peradilan Manajemen vang diselesaikan melalul 2E000.000
Agama Peradilan Agama pembebasan biaya perkara

Perkara di Ungkungan
Peradilan Agama vang

diselesaikan diluar gedung
pengadilan
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BAB IV - PENUTUP

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang tahun 2015-2019

diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan
perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yvang bersifat
eksternal. Review Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta
permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, yang akan
dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out

come yang diharapkan.

Review Rencana strategis Pengadilan Agama Padang Panjang harus terus
disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini dibarepkan dapat membantu pelaksana
pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan

yang dikelola,

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan enit-unit kerja di lingkungan
Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun
bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019,

sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Padang Panjang dapat terwujud dengan baik.
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

NOMOR : W3-A8/68/0T.01.1/1/2020
TENTANG

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS [RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

a, Bahwa untuk melaksanalkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2015 - 2019 Pengadilan Agama Padang Panjang Tehun, perlu dibenmuk
Tim;

b. Bahwa nima-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran kepufusan
ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Rencana
Strategis (Renstra) Tahun 2015 - 2019 Pengadilan Apama Padanp
Panjang;

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 14 Takun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Momor 48 Talnan 2000 tentang Keluazaan Kehaldman;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 entang Peradilan Agama;

4, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformass
Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja
Inatansi Pemcrintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara den Reformasi
Birokrasi Rl Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Oirganisasi dan Tats Kena Kepenpiteraan dan Keseloretariatan Peradilan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor
I Tahun 2017

=]

MEMUTUSHKAN

HKEPUTUSAN KETUA PENGADMLAN ACAMA PADANG PANJANG TENTANG
TIM REVIU RENCAMA ESTRATEGIS [EENSTRA}] TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG;

Menunjuk Pejabat/Pepawal  sebagaimana tercantum  dalam  lampiran
keputusan ini sebagai Tim Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 -
2019 Pengadilan Agama Padang Panjang;

Eeputusan imi mulai berlaku semenjak  tangeal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembentulan sehageimana mestinya;



Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

i : Padang Panjang
e s Jnﬁuarl 2020

Tembusan
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Lampiran » Keputusan Ketua Pengadilan

Agama Pradang Panjang
Nomor - W3-AB/68/0T.01.2/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

‘wo | ! JABATAN | =7
NO NAMA JABATAN ] BALAM A KET
1 2 3 4 B
Hertanggung
' . jawab terhadap
1 Mursvida, S.Ag., M.H. Ketua Pembina Hevigtea Talin
| . 2015 - 2019
Panmud Hukum Mengkoordinir
2 | Suberman, 8.H. (Pit. Paniters) Ketua =B 4 |
3 | Oga Pertissa, SE., MM. | Sekretaris Wakil Ketua er"‘“"ﬂ““m W
Pengelola Renstra |
g | FunmatTidigat, S5, Kasubbag, PTIP | Sekretaris dan Penyaiji data
Stk PTIP
Penyaji data
4 | Aldi Farido Utama, 8.0 | Fasubbag. Umum. |\ o0, usmum dan
Keuangan | N
Kasubhag. Penyaji data
3 | Isnaini Kepegawaian Angpota kepegawaian
Criala oriala
i Penyaji data
Hi. Rika Adriani, 5.H., Panmucl
T | sag, MA Permohongn | ANEEOmm perkara
& | Nurainiwista, 5.H. Panmud Gugatan | Anggota Fm}ra,hi‘ data i
Berki Rahmat, S.Kom 5;35*] lola data




BERITA ACARA REVIEW RENSTRA

Pada han ini Senin tanggal 06 Januan 2020 Tim Penyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Padang Panjang telah

melakukan review matrik Rencana Strategis Kinerja 2015-2018 pada Sasaran

strategis dengan hasil sebagail berikut :

SASARAN STRATEGIS :

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuniabel
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3 Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan lerpinggirkan
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Untuk melaksanakan indikator- indikator yang berorientasi hasil di atas maka
diperlukan adanya program kena yang dapat menghasilkan outcome dan output
program kerja Pengadilan Agama Padang Panjang yang mempunyai tiga
program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama Padang
Panjang, antara lain sebagaimana dalam tabel bernkut

Strategis
No
Program Kegiatan Indikator Kegiatan | Target Anggaran
Program Pembinaan Laporan keuangan 7% 2.763.092.000
Drukungan Administrasi yang lransparan dan
Manajemen dan | dan Pengefolaan akuntabel
Pelaksanaan Keuangan
Tugas Teknis Badan Urusan
Lainnya Administrasi Pervels
1 Mahkamah yelanggarsan
Agung Orperasional
Perkantoran dan Mon
Operasional satker
daerah
Frogram Fengadaan Pengadaan Sarana dan | 97% 2500000, Oy
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Sarana dan Fragarana di SIFP dan Penranghat
Frasaranan Lingkungan pengolih data dan
b Aparatur Mahkamakh komuniikasi
Mahkamah ABUnEg Kesekretariat
Apung
Program Peningkatan Perkara Peradilan 100%: 28.000.000
Peningkatan Manajenmen Agama yang
Manajemen Peradilan diselesaikan melalui
Peradikan Agama pembebasan biaya
Agama perkirs
Perkara di lingkungan
3 Peradilan Agama yang
diselesaikan diluar
gedung pengadilan




Demikianlah Berita Acara Review Renstra ini digest yang ditanda tangani oleh

seluruh Tim Penyusun.

1. Mursyida, S.Ag. M.H.

2. Suherma/S.H

3. Oga Pertissa, S.E., M.M.

4 Rahmat Hidayat, S.E., S.H.

5. Nurainiwista, S.H.

6. Hj. Rika Adriani, 5.H., S.Ag., M.A.
7. Isnaini

8 Aldi Farido utama, S.HI.

8. Berki Rahmat, 5S.Kom
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